
 

PERATURAN BUPATI BREBES 

NOMOR    081 TAHUN 2017 

TENTANG 

 PEMBIAYAAN PERSIAPAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS 

DIBEBANKAN KEPADA MASYARAKAT 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BREBES, 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Keputusan Bersama 

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan 

Nasional, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, 

Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 

25/SKB/V/2017 Nomor 590-3167A Tahun 2017 Nomor 34 

Tahun 2017 tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran 

Tanah Sistimatis pada Diktum KESEMBILAN, perlu 

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembiayaan 

Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis dibebankan kepada 

Masyarakat. 
  

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam 

Lingkungan Propinsi Jawa tengah (Berita Negara Tahun 

1950 Nomor 42); 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5234); 

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

7, Tambahan Lembaran Negara Republik  Indonesia 

Nomor 5495); 

 

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 



Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang 

Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

5.  Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 

2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 

157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5717); 

6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah 

Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 

tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal 

Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 

tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037); 

8. Keputusan Bersama Menteri Agraria dan Tata 

Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri 

Dalam Negeri, Menteri Desa, Pembangunan Daerah 

Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 25/SKB/V/2017 

Nomor 590-3167A Tahun 2017 Nomor 34 Tahun 2017 

tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah 

Sistimatis; 

 

MEMUTUSKAN : 



Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG  PEMBIAYAAN PERSIAPAN 

PENDAFTARAN TANAH SITEMATIS DIBEBANKAN KEPADA 

MASYARAKAT. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

1. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik 

Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik 

Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945. 

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh 

Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang 

menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas 

pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan 

prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur  penyelenggara 

Pemerintahan Daerah yang memimpin  pelaksanaan urusan pemerintahan 

yang menjadi  kewenangan daerah  otonom. 

4. Daerah adalah Kabupaten Brebes.  

5. Bupati adalah Bupati Brebes.  

6. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di 

wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh 

pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani 

sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum 

pemerintahan di daerah. 

7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang 

berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, 

kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak 

asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem 

pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan 

kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara 

Kesatuan Republik Indonesia. 

9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain 

dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. 



10. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh 

Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan 

Permusyawaratan Desa.  

11. Panitia adalah panitia Pendaftaran Tanah Sistematis di Tingkat Desa yang 

ditetapkan oleh Kepala Desa berdasarkan hasil musyawarah yang terdiri dari 

unsur Perangkat Desa, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Tokoh Agama. 

12. Biaya adalah anggaran diluar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang 

dibebankan kepada pemohon atas dasar musyawarah bersama dengan 

Peserta pendaftaran Tanah Sistematsi. 

 

BAB II 
PEMBIAYAAN 

 

Pasal 2 
 

(1)  Sumber pembiayaan  untuk percepatan pelaksanan Pendaftaran Tanah 

Sistematis dibebankan kepada masyarakat pemohon. 

(2) Besarnya biaya untuk percepatan pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp150.000,00 ( seratus lima 

puluh ribu ). 

(3) Pembiayaan sebagaimana  dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk biaya 

pembuatan akte, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan 

Pajak Penghasilan (PPh). 

 

BAB III 
KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 3 
 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Brebes. 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
Ditetapkan di Brebes 
pada tanggal 5 September 2017          

 
BUPATI BREBES, 

 
 Cap ttd 

 

 
 IDZA PRIYANTI 

Diundangkan di Brebes 

Pada tanggal 5 September 
2017 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN BREBES 
 

Cap ttd 
 
EMASTONI EZAM,SH.MH 

Pembina Utama Madya 
NIP.19590211 198703 1 005 

BERITA DAERAH KABUPATEN 
BREBES TAHUN 2017 NOMOR 
60 

 

 


